
I SALlNAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan PasaI 181 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana teIah beberapa kaIi diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Gubernur mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan
disetujui bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud daIam
huruf a, merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 54
Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013
yang dijabarkan ke daIam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4'503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136,Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;
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28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

r-

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun 2004 Nomor 72);

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1.

2.

3.

Pendapatan Daerah Rp 41.525.336.632.000,00

Belanja Daerah Rp 45.576.328.964.000,00

Surplus / (Defisit) Rp (4.050.992.332.000,00)

Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp 8.454.553.000.000,00

b. Pengeluaran Rp 4.403.560.668.000,00

Pembiayaan Netto Rp 4050.992332.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 26.670.448.766.000,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 9.248.954.435.000,00

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 5.605.933.431.000,00

2.837.208.766.000,00

21.918.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

415.240.000.000,00

Rp

Rp

Rp

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

b. Retribusi Daerah sejumlah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sejumlah

d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

(1) huruf b terdiri dari jenis

Rp 8.947.771.969.000,00

Rp 301.182.466.000,00

Rp 0,00

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf
c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah

b. Dana Darurat sejumlah

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

3.789.369.368.000,00

0,00

0,00

1.816.564.063.000,00

0,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 14.582.865.662.703,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp 30.993.463.301.297,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 10.848.791.279.703,00

b. Belanja Bunga sejumlah Rp 4353.828.000,00

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00

d. Belanja Hibah sejumlah Rp 2.023.254.625.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1.551.668.260.000,00

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,00
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g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Rp

Rp

46.350.000.000,00

108.447.670.000,00

1.960.104.992.587,00

13.300.731.605.862,31

15.732.626.702.847,69

Rp

Rp

Rp

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

c. Belanja Modal sejumlah

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 8.454.553.000.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 4.403.560.668.000,00

(' (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jems
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 8.344.553.000.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Sejumlah Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 110.000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 4.345.369.368.000,00
sejumlah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 58.191.300.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran III

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;



f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

l. LampiranIX

J. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

rn. Lampiran XIII

c
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d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja rnenurut Drusan Pernerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Dntuk Keselarasan dan Keterpaduan
Drusan Pernerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang belurn
diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur rnenetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pernerintah Daerah dapat rnelakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD,
danjatau disarnpaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal8

Dalam rangka rnengantisipasi belanja untuk keperluan rnendesak, Pernerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat rnenyediakan pendanaan darurat untuk
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit,
kerusuhan rnassal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelurnnya.

Pasal9

Pengeluaran belanja rnendesak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8, juga rnencakup
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belurn tersedia
dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda
akan rnenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pernerintah Daerah dan rnasyarakat.
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Pasal 10

I
Peraturan Daerah ini mu1ai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 25 Februari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

C..)iundangkan di Jakarta
padatanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

FADJAR PANJAlTAN
NIP 19550826197601100 1
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SRlRAHAYU
~N1P 195712281985032003


